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ABSTRAK 

 
IKHSAN HIDAYAT, Nomor Pokok E062221001, jurusan magister Ilmu 
Pemerintahan, Fakultas Ilmu social dan ilmu politik Universitas 
Hasanuddin. Menyusun Tesis Dengan judul ; “ Dampak Pemekaran 
wilayah kecamatan terhadap Pembangunan dan Pelayanan publik Di 
kecamatan Kepulauan tanakeke dibawah Bimbingan Prof. Dr. Hj. 
Rabina Yunus M.Si selaku pembimbing 1 dan Dr. A.M Rusli M.si 
sebagai Pembimbing 2 

 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan kondisi 

pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik sebelum dan setelah 

pemekaran wilayah di Kecamatan kepulauan Tanakeke dan untuk 

mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi kondisi pembangunan 

insfrastruktur dan pelayanan publik sebelum dan setelah dilakukan 

pemekaran wilayah di Kecamatan kepulauan Tanakeke. Metode penelitian 

yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang memberikan gambaran 

tentang pemekaran wilayah Kecamatan Tanakeke. Pada umumnya 

kegiatan penilitian deskriptif meliputi pengumpulan data, analisis data, 

interprestasi data serta diakhiri dengan kesimpulan pada penganalisisan 

data tersebut. Penelitian ini lebih menekan pada data kuantitatifyang 

diperoleh melalui keusioner dan didukung oleh data kuliatatif melalui 

wawancara dengan informan dan responden dalam rangka mengetahui 

implikasi pemekaran wilayah. 

 
Hasil penelitian menunjukkan 2 hal yakni, Pertama Kondisi pembangunan 

danpelayanan publik setelah pemekaran Kecamatan Tanakeke menjadi 

lebih baik daripada sebelum pemekaran. Kedua faktor-faktor yang 

mempengaruhi di dukung oleh pemerintah dan masyarakat, pemerintah 

lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat baik dari segi pelayanan 

maupun pembangunan, dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam 

membantu pemerintah dalam mewujudkan pelayanan dan pembangunan 

yang lebih baik. 

 
Kata kunci : Pemekaran wilayah, Pelayanan Publik 
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ABSTRACT 

 
IKHSAN HIDAYAT, Principal Number E062221001, majoring in Master 

of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, 

Hasanuddin University. Compiled a thesis with the title; "The Impact of 

Sub-district Expansion on Development and Public Services in the 

Tanakeke Islands Sub-district under the Guidance of Prof. Dr. Hj. 

Rabina Yunus M.Si as the first supervisor and Dr. A.M Rusli M.si as the 

second supervisor. 

 

 
This study aims to determine and describe the condition of infrastructure 

development and public services before and after regional expansion in the 

Tanakeke Islands sub-district and to determine the factors that influence the 

condition of infrastructure development and public services before and after 

regional expansion in the Tanakeke Islands sub-district.The research 

method used is descriptive research that provides an overview of the 

expansion of the Tanakeke sub-district area. In general, descriptive 

research activities include data collection, data analysis, data interpretation 

and ends with conclusions on the data analysis. This research emphasises 

quantitative data obtained through questionnaires and is supported by 

qualitative data through interviews with informants and respondents in order 

to find out the implications of regional expansion. 

 
The results showed 2 things, namely, First, the condition of development and 

public services after the expansion of Tanakeke Subdistrict became better 

than before the expansion. Second, the influencing factors are supported by 

the government and the community, the government pays more attention to 

the needs of the community both in terms of services and development, and 

the community participates in assisting the government in realising better 

services and development. 

 

Keywords: Regional expansion, Public Services 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 

 Memasuki era reformasi, pemekaran wilayah atau 

pembentukan daerah otonomi baru semakin marak sejak disahkannya 

Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerahyang 

kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan saat ini direvisi 

kembali menjadi UU No.23 Tahun 2014. Satu hal yang tidak dapat 

dipungkiri bahwa pemekaran wilayah ini dapat memberikan dampak yang 

baik maupun dampak yang buruk. Pemekaran wilayah bertujuan untuk 

memajukan pembangunan dengan cepat sertameningkatkan pelayanan 

publik yang Lebih baik kepada masyarakat. Pembangunan merupakan 

perubahan menuju kearah perbaikan.Perubahan ke arah perbaikan itu 

sendiri memerlukan pengerahan segala budi daya manusia untuk 

mewujudkan apa yang dicita-citakan.Pembangunan menjadi proses 

penalaran dalam rangka menciptakan kebudayaan dan peradaban 

manusia. 

 Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan 

pengembangan wilayah diarahkan pada peningkatan kualitas 

sumberdaya manusia dan pengadaan sarana kebutuhan masyarakat. 

Pada dasarnya, pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk 

otonomi daerah dan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan 

karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih 

memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan.  
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Dalam Undang – Undang Dasar 1945 terkandung makna Sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan 

keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. 

Otonomi daerah itu sendiri didalam penyelenggaraannya dipandang perlu 

lebih menekankan pada prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, 

pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman 

daerah. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu 

wilayah, diantaranya faktor- faktor geografis yang mencakup potensi 

daerah (sumberdaya alam), luas daerah, jumlah penduduk, dan kondisi 

fasilits- fasilitas masyarakatumum, serta hal-hal lain yang menjadi 

pertimbangan untuk terselenggarakannya otonomi daerah, dalam hal ini 

pemekaran wilayah. 

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah 

mengatur beberapa prasyarat bagi adanya pemekaran wilayah. Syarat 

tersebut antara lain syarat teknis, fisik kewilayahan, dan administratif. 

Demikian juga dalam Pasal 5 UU No 32 Tahun menjelaskan mengenai 

prasyarat administratif, teknis, dan kewilayahan, dalam pengadaan 

pemekaran suatu wilayah. Tujuan daripemekaran wilayah adalah dalam 

rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan 

pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan 

pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi 

daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan 

hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. 
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Sebagai konsekuensi dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang demikian luas 

oleh pemerintah pusat untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, 

termasuk didalamnya adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat di 

daerahnya. Dalam pembentukan daerah ataupun pemekaran wilayah 

harus memenuhi syarat-syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan 

(Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008). Sebuah daerah yang 

dimekarkan kewilayahannya harus dilihat secara komprehensif, terutama 

dalam tingkat kematangan atau kemampuan keuangan, kendali 

pemerintahan, tingkat efesiensi, dan efektifitasnya dalam beberapa hal, 

antara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Tuntutan dari pemekaran wilayah yang terjadi selama ini pada 

umumnya didasari oleh ketidakmampuan pemerintah dalammenjalankan 

fungsi pelayanan yang maksimal sebagai akibat dari luasnya wilayah dan 

perkembangan jumlah penduduk disamping sarana dan prasarana 

penunjang lainnya.Hal itu mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam 

masyarakat, dimana masyarakat yang posisinya relatif dekat dengan pusat 

pemerintahan dengan masyarakat yang relative jauh dari pusat. 

Pemekaran kecamatan yang semula hanya satu wilayah kemudian 

dibagi menjadi dua kecamatan bukan hal yang mudah, dimana pemekaran 

harus membutuhkan personil yang cukup, harus memiliki kantor kecamatan 

sendiri, membutuhkan fasilitas kantor lainya termasuk di dalamnya biaya 

rutin yang kesemuanya itu dimaksudkan agar dapat menunjang kelancaran 
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pelaksanaan roda pemerintahan di kecamatan. Setelah dilakukannya 

pemekaran kecamatan, yang perlu dipersoalkan adalah pelayanan 

pemerintah terhadap masyarakat akan menjadi lebih baik. Dari perubahan 

tersebut dampak yang dapat dinikmati oleh masyarakat dengan adanya 

pemekaran kecamatan adalah masyarakat dapat lebih cepat dalam 

pelayanan dan lebih efisien dalam melakukan kegiatan yang dilaksanakan 

oleh pemerintah. 

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di 

bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atasdesa- desa atau 

kelurahan-kelurahan.Kecamatan dan Kelurahan adalah merupakan 

bagian dari perangkat pemerintah daerah Kabupaten/Kota(UU No. 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Widjaja mengemukakan 

bahwa : 

“Kecamatan adalah satu organisasi atau lembaga pada 
pemerintahan daearah yang bertanggungjawab kepada 
kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintahansesuai dengan kebutuhan 
daerah dancara untuk meningkatkan pelayanan dan 
kesejahteraan masyarakat tersebut adalah dengan 
pemekaran kecamatan dengan melihat kenyataan bahwa 
pelaksanaanya berpengaruh baik atau buruk terhadap 
peningkatan pelayanan.”1

 

 
Fungsi utama pemerintah daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah yakni sebagai pelayan 

masyarakat.Berdasarkan paradigma tersebut aparat pemerintah daerah 

termasuk aparat pemerintah kecamatan dituntut untuk dapat memberikan 

pelayanan optimal kepada masyarakat.  
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Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan 

masyarakat oleh penyelenggara Negara.Dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik, aparatur pemerintah bertanggung jawab untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada warganya. Masyarakat 

berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah 

karena memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi, 

dan berbagai pungutan lainnya.Keputusan MENPAN No. 63 Tahun 2004 

menyatakan bahwa pelayanan prima kepada masyarakat yang 

merupakan perwujudan suatu kewajiban aparatur pemerintah sebagai 

abdi masyarakat. 

Pada Tahun 2019 Kecamatan mappakasunggu dimekarkan 

menjadi dua Kecamatan dan melahirkan Kecamatan kepulauan tanakeke. 

sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2019 

tentang Pembentukan Kecamatan kepulauan tanakeke. Kecamatan 

kepulauan tanakeke adalah Kecamatan terbungsu diantara 10 (sepuluh) 

Kecamatan yang ada di Kabupaten takalar. Luas wilayah Kecamatan 

kepulauan tanakekeadalah 45,27 km, dengan jumlah 5 Desa, yaitu Desa 

tompotana, desamattiro baji, desa rewataya, desa balangdatu,desa 

maccini baji. Tuntutan pemekaran kepulauan tanakeke ini berasal dari 

masyarakat, dan berinisatif memekarkan kecamatan ini yang bertujuan 

untuk mempercepat pembagunan daerah dan mempermudah pelayanan 

administrasi pemerintahan kepada masyarakat, maka Beliau membentuk 

panita pemekaran kecamatan agar pelaksanaan tekhnispemekaran dapat 

segera di tindak lanjuti, dengan melewati beberapa proses akhirnya usulan 
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pemekaran di terimah oleh Pemerintah Pusat. Pemekaran wilayah 

dilakukan pada tahun 2019 menarik untuk melihat pengaruh pemekaran 

kecamatan yang ada di Kecamatan kepulauan tanakeke. Berdasarkan hal 

tersebut maka judul penelitian ini adalah “Dampak Pemekaran Wilayah 

Kecamatan Terhadap Pembangunan dan Pelayanan Publik di 

kecamatan kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
 

Seiring dengan dinamika dan permasalahan yang sering muncul dan 

berkembang dalam masyarakat dengan begitu cepat menuntut 

pemerintah sebagai pelayan masyarakat untuk lebih mempersiapkan 

pelayanan, meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya 

manusia, memperbaiki kinerja, menetapkan organisasi serta 

meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. 

Kecamatan adalah salah satu perangkat daerah di atas desa dan 

kelurahan memperbaiki diri agar menjadi lebih baik demi melayani 

masyarakat dengan efisien dan semaksimal mungkin. Salah satu cara 

untuk meningkatkan hal tersebut dengan pemekaran kecamatan dengan 

melihat kenyataan bahwa palaksanaan pemekaran berdampak lebih baik 

terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat yang semakin baik 

dibanding saat sebelum terjadinya pemekaran di kecamatan tersebut. 

Oleh sebab itu, penulis mengangkat rumusan masalah; Bagaimana 

kondisi pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik sebelum 

dan setelah pemekaran wilayah di Kecamatan kepulauan Tanakeke? 
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1.3 Tujuan Penelitian 
 

Dengan seluruh uraian diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

dimaksudkan untuk menganalisis kondisi pembangunan infrasturuktur 

serta pelayanan publik sebelum dan setelah pemekaran wilayah di 

Kecamatan tanakeke 

 
 

1.4  Manfaat Penelitian 

 
Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat terhadap pengembangan ilmu pemerintahan, pada 

khususnya dalam kajian pemekaran wilayah kecamatan 

b. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi 

pemerintah dalam meningkatkan pembangunan serta pelayanan 

pemerintahan di kecamatan Tanakeke. 

 

1.5  Hipotesis 

Berdasarkan permasalahan yang ada maka di rumuskan hipotesis 

untuk diuji dalam penelitian ini ; 

a. Pemekaran wilayah kecamatan baru di kepulauan tanakeke diduga 

berdampak pada pembangunan infrastruktur didaerah yang 

bersangkutan  

b. Pemekaran wilayah kecamatan baru di kepulauan tanakeke diduga 

berdampak pada pelayanan publik didaerah yang bersangkutan. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan Pustaka ini merupakan uraian konsep teori yang akan 

menjadi landasan untuk melakukan penelitian ini. Adapun yang dimaksud 

adalah konsep teori tentang desentralisasi, otonomi daerah dan 

pemerakaran wilayah. 

2.1   Desentralisasi dan Otonomi 

 
Secara konseptual teoritis desentralisasi sudah lama dikenal. 

Namun, belum ada kesepakatan diantara pakar dalam memberikan definisi 

yang baku tentang desentralisasi. Para pakar umumnya mendefinisikan 

menurut sudut pandangnya masing- masing, sehingga sulit diterima oleh 

semua pihak. 

Bhenyamin Hoessein mengemukakan: 

 
“Desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dan/atau 

penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah 

pusat”2. 

 
Phillip Mawhod mengemukakan: 

 
“Desentralisasi adalah pembagian dari sebagian kekuasaan 
pemerintah oleh kelompok yang berkuasa di pusat terhadap 
kelompok-kelompok lain yang masing- masing memiliki otoritas 

di dalam wilayah tertentu dari suatu Negara”3. 

 
Dari definisi kedua pakar tersebut terkandung empat pengertian. 

Pertama, desentralisasi merupakan pembentukan daerahotonom. Kedua, 

daerah otonom yang dibentuk itu diserahi wewenang tertentu oleh 

pemerintah pusat. Ketiga, desentralisasi juga merupakan pemencaran
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kekuasaan oleh pemerintah pusat.Keempat,kukuasaan yang di pencarkan 

itu diberikan kepada kelompok- kelompok masyarakat dalam wilayah 

tertentu. 

B.C. smith mendefinisikan desentralisasi sebagai proses melakukan 

pendekatan kepada pemerintah daerah, yang mensyaratkan terdapatnya 

pendelegasian kekuasaan (power)kepada pemerintah bawahan dan 

pembagiaan kekuasaan kepada daerah. Pemerintah pusat disyaratkan 

untuk menyerahkan kekuasaan kepadapemerintah daerah sebagai wujud 

dari pelaksanaan desentralisasi. Salah satu wujud pelaksanaan 

desentralisasi di daerah adalah diserahkannya kekuasaan kepada 

masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam 

rekrutmen kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

Terwujud atau tidaknya desentralisasi dapat dilihat dari adanya 

penyerahan wewenang dari pemerintah kepala daerah atau kelompok- 

kelompok yang ada di dalamnya untuk mengambil keputusan dan berkreasi 

secara mandiri sesuai dengan kepentingan politiknya. 

B.C.Smith melihat tujuan desentralisasi pada dua sudut pandang. 

Pertama, kepentingan pemerintah pusat. Kedua, kepentingan pemerintah 

daerah. Dilihat dari sisi kepentingan pemerintah pusat sedikitnya ada empat 

tujuan utama dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, meliputi: 

pendidikan, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, dan 

mewujudkan demokrasi sistem pemerintahan di daerah. Sementara, bila 

dilihatdari sisi kepentingan pemerintah daerah.  pertama, mewujudkan 
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political equality. Kedua, menciptakan local accountability. Ketiga, 

mewujudkan local resvonsiveness. 

Istilah desentralisasi dan otonomi daerah dalam konteks bahasa 

sistem penyelenggaraan pemerintahan sering digunakan secara 

acak.Kedua istilah ini secara akademik bisa dibedakan namun secara 

praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipisahkan 

sehingga tidak mungkin masalah otonomi daerah dibahas tanpa melihat 

konteksnya dengan konsep desentralisasi. Desentralisasi adalah 

penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada 

pemerintahan yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, 

yudikatif, atau administratif. 

Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, 

pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.4
 

Ditinjau dari isi wewenang, pemerintah daerah otonom 

menyelenggarakan dua aspek otonomi. Pertama, otonomi penuh yaitu 

semua urusan dan fungsi pemerintahan yang menyangkut isi substansi 

ataupun tata cara penyelenggaraannya (otonomi). Kedua, otonomi tidak 

penuh yaitu daerah hanya menguasahi tata cara penyelenggaraannya, 

tetapi tidak menguasi isi pemerintahannya. Urusan ini sering disebut tugas 
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pembantuan. 

Dalam perkembangannya, baik pada masa pemerintahan orde lama 

maupun orde baru, tergambar tantangan yang dihadapi oleh gagasan 

otonomi daerah dan prinsip desentralisasi yang sangat luas sehingga 

penyelenggaraan pemerintahan cenderung kearah sentaralistik. Setelah 

memasuki masa reformasi tahun 1998 yang jugaditandai dengan terjadinya 

pergantian kekuasaan dari pemerintah orde baru, aspirasi mengenai 

otonomi daerah dan desentralisasi kembali munciitul dengan optimisme.5 

Tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten 

dan kota seperti ini adalah wajar, paling tidak, untuk dua alasan. Pertama, 

intervensi pemerintahan pusat yang terlalu besar pada masa pemerintahan 

orde baru telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan 

efektivitas pemerintahah daerah dalam mendorong proses pembangunan 

dan kehidupan demokrasi di daerah. Arahan dan statutory requirement 

yang terlalu besar dari pemerintah pusat tersebut menyebabkan inisiatif dan 

prakarsa daerah cenderung mati sehingga pemerintah daerah sering 

menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan, dan bukansebagai alat 

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

Kedua, tuntutan otonomi juga muncul sebagai jawaban untuk 

memasuki era baru yang membawa aturan pada semua aspek kehidupan 

manusia pada masa yang akan datang. Pada era seperti ini pemerintah 

semakin kehilangan kendali pada banyak persoalan, seperti perdagangan 
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internasional, informasi, dan ide, serta transaksikeuangan. 

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan 

mendesentralisasikan kewenangan yang sebelumnyatersentralisasi oleh 

pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi, kekuasaan pemerintah 

pusat dialihkan kepemerintahan daerahsebagiamana mestinya sehingga 

terwujud pergesaeran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota 

di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula, arah kekuasaan 

pemerintah bergerak daridaerah ke tingkat pusat, diidealkan bahwa sejak 

ditetapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan 

akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah. 

Kebijakan otonomi dan desentarlisasi kewenangan ini dinilai sangat 

penting, terutama untuk menjamin agar prosesintegrasi nasional dapat 

dipelihara dengan sebaik-baiknya. Hal ini karena dalamsistem yang berlaku 

sebelumnya, ketidakadilan struktural dalam hubungan antara pusat dan 

daerah-daerah sangat jelas terlihat. Agar perasaan diperlakukan secara 

tidak adil yangmuncul di berbagai daerah seluruh Indonesia tidak makin 

meluasdan terus meningkat, yang pada gilirannya sangat membahayakan 

integrasi nasional, kebijakan otonomi daerah akhirnya ditetapkan dengan 

cepat sesuai dengan tingkat kesiapan daerah sendiri. 

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan tidak 

hanya menyangkut pengalihan kewenangan dari atas kebawah,tetapi juga 

perlu di wujudkan atas dasar prakarsa dari bawah untuk mendorong 

tumbuhnya kemandirian pemerintahan daerah sebagai faktor yang bisa 
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menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah. Dalam kultur 

masyakat kita yang paternalistik, kebijakan desentralisasi dan otonomi 

daerah tidak akan berhasil apabila tidak dibarengi dengan upaya sadar 

untuk membangun keprakarsaan dan kemandirian daerah sendiri. 

Dari penjelesan yang ada, otonomi daerah pada dasarnya 

menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan 

kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar 

yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkandalam Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan 

daerah untuk memberikanpelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, 

dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan 

kesejahteraan rakyat. 

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi 

nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip 

bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan 

tugas, wewenang dan kewajiban senyatanya telah ada dan berpotensi 

untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan 

daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak 

selalu sama dengan daerah lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan 

otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam 

penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan 

maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memperdayakan 

daerah termaksud meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
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Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin 

keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya. Artinya, 

mampu membangun kerjasama antaradaerah untuk meningkatkan 

kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antardaerah. Hal 

yang tak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu 

menjamin hubungan serasi antardaerah dengan pemerintah, artinya harus 

mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap 

tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesian. 

Undang-undang Pemerintahan Daerah mewajibkan pemerintah 

melakukan pembinaaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam 

penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan, memberikan 

standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervise, pengendalian, 

koordinasi, pemantau dan evaluasi. Bersamaan dengan itu pemerintah 

wajib memberikan fasilitas berupapemberian peluan kemudahan bantuan, 

dan dorongan kepada daerah agar dapat melaksanakan otonomi secara 

efektif dan efesien. 

Penyelenggaraan desentralisasi menurut UU nomor 32tahun 2004 

ini mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan atara 

pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan 

didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan 

pemerintahan yang sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pemerintah. 

Urusan pemerintah tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup 

bangsa dan Negara. 
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Disamping itu terdapat urusan pemerintah yang bersifat concurrent, 

artinya urusan pemerintahan yang penanganannyadalam bagian atau 

bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. Sedangklan urusan yang menjadi kewenangan daerah 

meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.Urusan wajib adalah urusan yang 

berkaitan dengan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dasar, 

pemenuhan kebutuhan hidup minimal, dan prasarana lingkungan dasar. 

Sedangkan urusan pilihan adalah urusan yang terkait dengan 

potensiunggulan dan kekhasan daerah.8. 

2.2 Pemekaran Wilayah 

 
Pemekaran adalah sesuatu bagian yang utuh atau suatu kesatuan 

yang dibagi atau dipisahkan menjadi beberapa bagian yangberdiri sendiri. 

Daerah atau wilayah pemekaran adalah suatu daerah atau wilayah yang 

sebelumnya satu kesatuan yang utuh yang kemudian di bagi atau 

dimekarkan menjadi beberapa bagian untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahannya sendiri. 

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 

mengisyaratkan perlunya pembentukan daerah baru yang dimaksudkan 

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Dalam rangka pembentukan suatu daerah atau wilayah pemekaran 

diperlukan adanya suatu ukuran sebagai dasar penetapan. Pembentukan 

dan pemekaran wilayah yang baru harus didasarkan atas pembagian- 
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pembagian yang bersifat objektif denganmemperhatikan segi pembiayaan 

sumber daya manusia serta saranapenunjang lainnya. 

Menurut Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2008 tentang 

kecamatan, pembentukan kecamatan harus memenuhi syarat 

administratif, teknis, dan kewilayahan serta penyelenggaraan 

pemerintahan minimal 5 tahun. Alur pembentukan kecamatanmeliputi, 

keputusan Badan Permusyarawatan Daerah (BPD) dari desa atau 

kelurahan sebelumnya kemudian keputusan dari kepala desa yang 

besangkutan dalam pemekaran kecamatan. Setelah ada keputusan dari 

BPD dan Kepala Desa, kemudian berkas diserahkan kepada Pemerintah 

Kota/Kabupaten yang setelah itu diserahkan kepada Gubernur yang 

melahirkan rekomendasi pemekaran wilayah 

 

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1. Alur Pemekaran Kecamatan 

Rekomendasi Gubernur 
Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

Keputusan BPD tentang 

persetujuan Pembentukan 

Kecamatan 

Keputusan Kepala Desa 

yang bersangkutan 
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Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang 

persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan 

pengabungan daerah menyebutkan pemekaran daerah/wilayah bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui : 

a) Percepatan pelayanan kepada masyarakat 

b) Percepatan pertumbuhan kehidupandemokrasi 

c) Percepatan pertumbuhan pembangunanekonomi daerah 

d) Percepatan pengelolaan potensi daerah 

e) Peningkatan keamanan dan ketertiban 

f) Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. 

 
T Liang Gie (2003), mengemukakan beberapa alasan mengapa 

kebijakan pemekaran wilayah harus diberlakukan, yaitu : 

1. Dilihat dari sudut politik, pembentukan suatu daerah/wilayah yang 

baru dimaksudkan untuk mencegah penumpukankekuasaan pada 

satu pihak saja yang bisa menimbulkan tirani. 

2. Dalam bidang politik sebagai tindakan pendemokrasian untuk 

menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri 

dalam mempergunakan hak-hak demokrasi. 

3. Dari sudut teknik organisasi pemekaran daerah/wilayah adalah 

untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. 

4. Dari sudut kultur diharapkan perhatian dapat sepenuhnya 

dilimpahkan pada kekhususan suatu daerah seperti geografi, 

keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau 
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latar belakan sejarahnya. 

5. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi diperlukan karena 

pemerintah daerah dapat lebih bnyak dan secara langsung 

membantu pembangunan. 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008, tentang 

Kecamatan, pada Bab 1, pasal 1 ayat 5 dikatakan bahwa yang dimaksud 

dengan kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat 

daerah kabupaten kota. 

 2.2.1 syarat pemekaran wilayah 

Pembentukan sebuah kecamatan menurut peraturan ini, dapat 

berupa pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau 

lebih, dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari 

beberapa kecamatan. Selain itu pembentukan sebuah Kecamatan 

harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu : syarat Administratif, 

syarat Teknis dan syarat Fisik Kewilayahan.Syarat administratif, seperti 

yang diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008, 

tentang Kecamatan, pada Bab II dipasal 4 dinyatakan bahwa : 

a) Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun; 

b) Batas usia penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan 

yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun; 

c) Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain 

untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain. 
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cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk 

tentang persetujuan pembentukan kecamatan. 

1. Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk Desa dan 

Keputusan Lurah atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah 

kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru 

maupun kecamataninduk tentang persetujuan pembentukan kecamatan 

2. Rekomendasi Gubernur. Syarat fisik kewilayahan, seperti yang 

diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008, tentang 

Kecamatan, padaBab II dipasal 5, dinyatakan bahwa : syarat fisik 

kewilayahan meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan 

prasarana pemerintahan. 

Cakupan wilayah dimaksud adalah jumlah desa dan kelurahan 

yang ada diwilayah yang akan dimekarkan, sementaramenyangkut 

lokasi calon ibukota harus diperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan 

fasilitas, aksesbilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, social 

ekonomi, social politik, dan social budaya. Sedangkan yang dimaksud 

dengan sarana dan prasarana disini meliputi bangunan dan lahan untuk 

kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Disamping dua persyaratan yang sudah dijelaskan 

tersebut maka terdapat satu syarat lagi yaitu syarat teknis, yang meliputi 

jumlahpenduduk, luas wilayah, rentang kendali penyelenggaraan 

pelayananpemerintahan, aktifitas perekonomian dan ketersediaan 

sarana dan prasarana pemerintah kabupaten/kota sesuai indikator yang 

sudah ditetapkan. 
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Pemekaran wilayah pada dasarnya bertujuan untuk lebih 

mendekatkan jarak antara pemerintah sebagai pelaksana pelayanan 

publik dengan masyarakat sebagai penerima pelayanan.Pemekaran 

wilayah juga bertujuan untuk menjadikan pelayanan publik bisa menjadi 

lebih efektif dan efisien.Pada dasarnya yang menjadi tujuan utama dari 

pemekaran wilayah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

wilayah yang dimekarkan. Ironisnya, tidak sedikit yang terjadi pada 

wilayah yang baru dimekarkan justru beberapa fungsi pelayanan publik 

tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan 

oleh beberapa hal diantaranya kesiapan dariaparatur yang ditempatkan 

diwilayah yang baru dimekarkan itu. Salah satu masalah utama yang 

sering ditemui di wilayah-wilayah yang baru dimekarkan biasanya adalah 

kendala dalam mengisi struktur-struktur pemerintahan yang berfungsi 

melakukan pelayanan publik. Hal ini jelas berdampak pada 

penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat. persyaratan yang 

sudah diatur dalam PP No. 17 Tahun 2008 tentang pembentukansuatu 

daerah otonom. Dalam peraturan pemerintah tersebut sudah diatur 

bahwa pembentukan daerah otonom yang baru dimungkinkan dan harus 

memenuhi faktor-faktor antara lain : kemampuan ekonomi, potensi 

daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah 

disamping  faktor  lain  yaitu  keamanan dan ketertiban, sarana  dan 

prasarana, rentang kendali yang memungkinkan terselenggaranya otonomi 

daerah seperti yang diharapkan. 
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Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan 

pengembangan wilayah diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya 

manusia dan pengadaan sarana kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, 

pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah dan 

merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dengan adanya 

pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan 

pembangunan daerah dan pengembangan wilayah. Pada UUD 1945 

terkandung makna Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia memberikan keleluasaan kepada daerah untuk 

menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah itu sendiri didalam 

penyelenggaraannya dipandang perlu lebih menekankan pada prinsip 

demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta 

memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Banyak faktor yang 

mempengaruhi perkembangan suatu wilayah, diantaranya faktor-faktor 

geografis yang mencakup potensi daerah (sumberdaya alam), luas daerah, 

jumlah penduduk, dan kondisi fasilits-fasilitas masyarakat umum, serta hal-

hal lain yang menjadi pertimbangan untuk terselenggarakannya otonomi 

daerah, dalam hal ini pemekaran wilayah. 

2.2.2 Dimensi-Dimensi Teoritik Pemekaran Wilayah 
 

a. Dimensi Administrasi 

Kebutuhan desentralisasi dari perspektif administrasi adalah 

untuk membangun hubungan wilayah pelayanan dengan 

membentukorganisasi pelaksana di wilayah kerja atau daerah untuk 

sejumlah tugas-tugas. 
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Pengorganisasian wilayah didasarkan pada setiap aktivitas yang 

dilaksanakan dalam suatu wilayah sehingga memerlukan area kerja 

sendiri. Wilayah-wilayah yang diberi status otonom atau yang 

didesentralisasikan diyakini akan meningkatkan pelaksanaan 

administrasi dan pelayanan kepada masyarakat, 

karenadesentralisasi dapat memberikan peluang pada penyesuaian 

administrasi dan pelayanan terhadap karakteristik wilayah-wilayah 

yang bervariasi sebagai konsekuensi dan perbedaan-perbedaan 

yangdibentuk geografi. 

Geografi dalam pengertian fisik menjadi dasar penentuan 

batas-batas administrasi. Suatu wilayah geografis dengan wilayah 

yang relatif kecil adalah areal yang tepat untuk : 

1. Pelayanan lebih optimal, karena wilayah pelayanan relatif 

sempit. 

2. Pemerintahan lebih responsif karena lebih dekat dengan 

komunitas yang dilayani. 

3. Partisipasi masyarakat lebih meluas karena aksesmasyarakat 

yang relatif terbuka. 

4. Konsolidasi masyarakat menjadi lebih mudah karenakedekatan 

institusi dengan masyarakat. 

5. Pengawasan menjadi lebih mudah karena wilayah pengawasan  

yang relatif sempit 

Dari sudut pandang administrasi, pemberian desentralisasi selain 

menyangkut soal teknis pelaksanaan juga pembentukan kelembagaan 

yang obyektif.  
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Disamping itu, wilayah- wilayah dari wilayah yang 

didesentralisasikan selalu didasarkan padakepercayaan bahwa terdapat 

hubungan yang sistematis antara kualitas pelaksanaan administrasi dalam 

pelayanan kepada masyarakat dengan karakteristik-karakteristik dari 

wilayah daerah yang dapat divariasikan dengan cara mengubah jaringan- 

jaringanhubungan yang bersifat geografis. Oleh sebab itu adanya 

kepercayaan efisiensi dari pemerintahan daerah akan dapat ditingkatkan 

dengan cara membuat wilayah-wilayah menjadi lebih luas. 

Dimensi lain mendasarkan pada prinsip teknis, yaitu suatudaerah 

atau wilayah bagi suatu fungsi pemerintahan ditentukan oleh lingkungan 

kerja (alam) ataupun ekonomi : air, iklim, kondisi pantai, topografi dan lokasi 

sumber daya alam serta distribusi industri. Sumber-sumber alam yang ada 

di daerah mungkin memiliki persamaan secara administratif serta 

menyediakan suatu pola daerahberdasarkan cirri-ciri fisiknya. Walaupun 

daerah-daerah memiliki perbedaan secara geografis dan administratif akan 

tetapi administrasi daerah dibuat selalu berdasarkan pada letak 

geografisnya yaitu karakteristik-karakteristik serta hal-hal lain yang berada 

di daerah. Bagi para geografer hal-hal lain yang dimaksudkandiatas 

termasuk didalamnya sosial dan ekonomi, lahan batubara atau daerah- 

daerah pertanian. Melalui pola-pola pemukiman serta ciri-ciri komunikasi 
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yang digunakan, cirri-ciri alam berpengaruh terhadap sosial ekonomi dan 

juga dapat berpengaruh pada pandangan masyarakat di wilayah itu. 

Dimensi teknis pembentukan daerah otonom juga terkait dengan 

aspek-aspek ekonomi. Menurut teori ini, daerah otonom tidaklah mungkin 

terbentuk jika daerah tidak dapat memenuhi pelayanan minimal yang 

dibutuhkan oleh masyarakatnya. Ini berarti pembentukan daerah otonom 

memerlukan persiapan yang sangat panjang dan matang. 

Daerah otonom dinilai dari serangkaian parameter yang bersifat 

sangat tehnis. Suatu daerah baru dapat dikatakan mampu 

menyelenggarakan kegiatan secara otonom, jika parameter- parameter 

ekonomis tersebut dapat dipenuhi. Pendekatan ekonomi dalam 

pembentukan daerah otonom menggunakan kelayakan instrumen 

pengukuran pada persyaratan-persyaratan teknis. Bahkan dengan semakin 

majunya desain instrumen pengukuran, maka pembentukan daerah otonom 

akan sangat tergantung pada perhitungan jumlah skoring yang diperoleh 

dan persyaratan- persyaratan yang telah ditetapkan. 

Penilaian teknis ini memang telah dijadikan dasar pembentukan 

sebagian besar daerah otonom, khususnya di negara- negara yang sudah 

maju. Pertimbangan aspek ekonomi ini menjadi benar jika digunakan bagi 

daerah-daerah yang memang berada dalamjalur atau arah perkembangan 

ekonomi, misalnya di daerah industrialisasi dan perkotaan. Akan tetapi akan 

sangat bias jika digunakan bagi daerah dengan karakteristik 

tradisional/pedalaman.  Sudah  dapat  dipastikan  jika  menggunakan 
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pendekatan ekonomi ini, maka pembentukan daerah otonom tidaklah 

dimungkinkan di daerah-daerah pedalaman, karena semua standar yang 

ditetapkan sudah pasti tidak tercapai. 

Secara singkat dapatlah disimpulkan bahwa parameter- parameter 

ekonomi dalam pembentukan suatu daerah otonom hanyadapat digunakan 

pada daerah-daerah yang sudah maju, memiliki sarana-prasarana yang 

sudah ditetapkan, dan masyarakatnya cenderung homogen. Sedangkan 

bagi daerah–daerah yang masih bersifat tradisional dan majemuk, 

parameter ekonomi tidak dapatdipergunakan, karena pembentukan daerah 

otonom sebenarnya lebihdimaksudkan sebagai pengakuan terhadap suatu 

komunitassebagai entitas politik dan sebagai upaya memenuhi 

standarpelayanan yang telah ditetapkan. 

b. Dimensi Politik 
 

Kebutuhan akan pembentukan daerah otonom sejak awal 

sebenarnya tidak bisa hanya didasarkan pada pertimbangan tehnis semata, 

tetapi lebih merupakan hasil dari tarik menarik atau konflik politik antara 

daerah dengan pusat. Keanekaragaman budaya, pembangunan ekonomi 

yang tidak merata, perbedaan etnik serta loyalitas primordial yang keras 

selalu menghasilkan tekanan-tekanan yang tidak dapat ditahan oleh 

desentralisasi. Distribusi kekuasaan antara tingkat pemerintahan atau 

kepala daerah otonom dan pilihan- pilihan institusi untuk desentralisasi 

adalah hasil dari proses politik yang bermula dari keputusan kelompok yang 

seringkali memiliki identitas teritorial. Dimensi politik dalam pembentukan 
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daerah atau desentralisasi adalah pemerintahan yang dilokalisir sebagai 

bagian dan suatu landasan pengakuan suatu kelompok masyarakat 

sebagai entitas politik. Sebagai bagian dari suatu landasan untuk kesamaan 

dan kebebasan politik. Pemerintahan daerah bukan hanya sekedar 

mekanisme tetapi lebih sebagai ekspresi kelompok masyarakat lokal. 

Dengan demikian desentralisasi idealnya berbasis komunitas masyarakat. 

Pemerintahan daerah atau daerah otonom dalam perspektif teori 

adalah entitas yang memberi wujud khas pada kelompok masyarakat 

tertentu menjadi bagian integral dari organisasi negara yang berada di 

bawah hukum pemerintahan daerah dengan batas-batas geografis 

tertentu. Pengelompokan tidak hanya terletak pada batas geografis 

semata tetapi pada kehidupan kelompok yang hidup bersama sebagai 

suatu kesatuan. Dalam pengertian sebagai kelompok mereka berbeda 

secara abstrak karena adanya perbedaan aspek sosial dan demografi. 

Dimensi politik desentralisasi mencakup aspek-aspek geografis, sosial, 

dan demografi yang membedakan suatu komunitas secara kongkrit atau 

abstrak yang membentuk identitas dan landasan bersama sebagai suatu 

kesatuan atau identitas politik. 

Daerah otonom tidaklah mungkin terbentuk jika tidak ada hubungan 

antar masyarakat dan wilayah tempat tinggalnya. Masyarakat dan 

wilayahnya inilah yang memiliki besaran politik tertentu yang mendorong 

lahirnya daerah otonom.
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Menurut Smith, sesungguhnya pembentukan daerah otonom dalam 

beberapa hal dapat dianalogikan dengan pembentukansuatu negara yang 

terikat dengan identitas bangsa, meskipun dari sisibesaran dan kedalaman 

politik keduanya tentulah berbeda. Daerah otonom tidaklah mungkin 

terbentuk jika tidak ada hubungan antar masyarakat dan wilayah tempat 

tinggalnya. Masyarakat dan wilayahnya inilah yang memiliki besaran politik 

tertentu yang mendorong lahirnya daerah otonom. Dari berbagai kasus 

pembentukan daerah otonom di berbagai belahan dunia, dimensi politik ini 

merupakan unsur yang mendominasi pembentukansebagianbesar daerah 

otonom. Bahkan untuk daerah otonom yang dibentuk melalui inisiatif 

pemerintah pusat pun, dimensi politik selalu menjadi pertimbangan utama 

dalam peta pembentukan daerah otonom. 

Teori politik dalam pembentukan suatu daerah otonom, jikadicermati 

sebetulnya mengacu pada teori masyarakat dan wilayah. Menurut teori ini 

kehadiran masyarakat di suatu wilayah eratkaitannya dengan rasa 

keamanan, ketentraman dan kepastian adanya sumber- sumber yang 

menjamin kelangsungan kehidupan dan reproduksi sosial mereka. Lama- 

kelamaan ikatan antara masyarakat danwilayahnya menjadi sangat dalam, 

sehingga melahirkan ldentitas sosial khusus kepada masyarakat. 

c. Dimensi Geografi 
 

Dimensi geografi pembentukan daerah otonom adalah variabel 

yang terkait dengan pembentukan daerah otonom sebagai akibat 

munculnya ikatan-ikatan yang bermotif politik pada masyarakat yang 
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tinggal di suatu daerah.Ikatan-ikatan bermotif politik tersebut, latar 

belakang kesatuan geografis itu dihubungkan olehsuatu ikatan secara 

politis. Kuat lemahnya ikatan tersebut sangat tergantung kepada seberapa 

besar daya tarik politik terhadap hadirnya kesatuanmasyarakat tersebut 

sebagai suatu kesatuan politis. 

Hal yang paling penting dalam aspek geografi ini adalah adanya 

perasaan menyatu dari sekelompok masyarakat sebagai akibat dari 

adanya hubungan kesatuan wilayah secara geografis.Pada awal 

kemunculannya, mungkin saja perasaan sebagai suatu kesatuantersebut 

tidak begitu kuat. Tetapi karena perkembangan faktor-faktor eksternal 

yang memicu perasaan bersatu tersebut, maka dorongan untuk menggali 

ikatan-ikatan tersebut kembali muncul. Berbagai kasus pemekaran yang 

terjadi saat ini, sebetulnya banyak terkait dengan aspek politik.15
 

Pandangan ini menjadi pembenaran terbentuknya suatu daerah 

otonom. Daerah otonom tidaklah mungkin terbentuk jika tidak terdapat 

jalinan ikatan politis antara masyarakat dengan wilayah tinggalnya. 

Sebagai bentuk dan aktualisasi politik, pembentukan daerah otonom harus 

memiliki landasan dasar yang kuat secarapolitis,sehingga daerah otonom 

mampu memberi identitas baru yang merepresentasikan perasaan- 

perasaan masyarakat dalam bentuk yang sangat khas.16
 

Aspek geografis, mengasumsikan bahwa kondisi geografis suatu 

darah akan berpengaruh terhadap pembentukan identitas suatukelompok 

masyarakat yang akhirnya akan berkembang menjadi satu kesatuan politik. 
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Misalnya masyarakat daerah pantai, gunung atau pulau. Masyarakat yang 

terpisah secara geografis, cenderungmembentuk komunitas tersendiri dan 

akan menjadi dasar pembentukan kelompok masyarakat. 

Geografi menjadi batas yuridiksi wilayah yang ditempati oleh 

sekelompok masyarakat yang menjadi syarat pembentukan daerah otonom. 

Keadaan geografi, berpengaruh kuat, terlihat dalam berbagai segi dan 

bersifat universal, sehingga dipakai menjadi daerahotonom. Konsep 

pemberian otoritas kepada daerah karena adanya sejumlah penduduk yang 

mendiami suatu wilayah, dimana kelompok itu mempunyai perbedaan dan 

kepentingan. Perbedaan geografi selain menjadi dasar terbentuknya suatu 

identitas bersama suatu kelompok, juga pembentuk perbedaan karakteristik 

wilayah, masalah,dan kewenangan masing-masing daerah otonom. 

Berdasarkan geografi, daerah memiliki ciri-ciri setempat, kondisi dan 

kepentingan serta masalah yang dibentuk oleh karakteristik geografinya 

yang berbeda itu. 

Perbedaan-perbedaan ciri daerah yang membentuk karakteristik, 

kondisi, kepentingan dan masalah, serta potensimasing- masing daerah 

menjadi konsep dasar pembentukan daerah otonom. Dan seharusnya juga 

menjadi dasar dalam pemberian kewenangan. Geografi adalah salah satu 

alasan yang signifikan dalam pembentukan daerah otonom atau pemekaran 

daerah otonom. Pembentukan daerah-daerah otonom dianggap menjadi 

lebih bergunapada wilayah-wilayah yang berbeda. 

Demikian pula, struktur teritorial dari pemerintahan dan administrasi 
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mungkin dapat mengakomodasikan suatu divisi sosial dalam suatu daerah 

yang memiliki kekhususan berdasarkan sejarah, etnis, bahasa, ataupun 

kombinasinya. Wilayah-wilayah yang membentuk bagian yang besar dalam 

jumlah pemilih dari suatu negara selama proses penyatuan dapat 

dilanjutkan untuk memiliki rasa identitas yang tidak dapat diabaikan oleh 

sisem konstitusional danadministratif. 

d. Dimensi Sosial Budaya 
 

Budaya dan etnik selalu membentuk bagian sosial dari suatu daerah 

yang khusus berdasarkan sejarah yang dibentuk dari elemen-elemen yang 

saling berbeda dari suatu kelompok etnik ke kelompok etnik yang lain. 

Aspek Sosial Budaya mengasumsikan, jika suatu masyarakat terikat 

dengan suatu sistem budaya tersendiri yang memberi perbedaan identitas 

budaya dengan masyarakat lain, maka secara politis ikatan kesatuan 

masyarakat tersebut akan lebih kuat. Aspek ini secara langsung terkait 

dengan persoalan etnisitas dan mungkin saja keagamaan. Faktor ini 

sebetulnya terkait pula dengan faktor geografi, karena faktor etnisitas tidak 

mungkin muncul dengan sendirinya. Pembentukan sebuah identitas etnis 

merupakan proses yang sangat panjang terkait dengan faktor-faktor 

geografis dan demografis secara langsung. 

Disamping itu seringkali suatu etnis atau masyarakat tertentu lebih 

merupakan komunitas moral dan politik dari sekedar kelompok masyarakat 

keturunan atapun bahasa. Faktor-faktor yang menekan secara politis 

ataupun ekonomipun bisa kian mendorong dominasi etnik dari suatu 

komunitas tertentu. Berdasarkan sejarah, agama, bahasa dan budaya 
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tradisional suatu komunitas membedakanatau membuat perbedaan antara 

bagian suatu masyarakat yang satuterhadap masyarakat yang lainnya. Tak 

jarang, polarisasi etnisitas mengarah sebagai upaya-upaya perebutan 

sumber daya suatu etnis masyarakat tertentu darikomunitas besarnya. 

Pemerintahan daerah dalam perspektif sosial dipandang sebagai 

kelompok terorganisir dalam batas-batas geografis tertentu, dan 

mengembangkan perasaan kebersamaan di tengah perbedaan sosial 

ekonomi dengan corak tertentu dan menjadi “social entity”. Wilayah dengan 

corak sosial dan budaya itu membentuk suatu identitas tersendiri yang 

menimbulkan keragaman dalam daerah otonom. Perasaan yang bersatu 

sebagai konsekuensi dan perasaan kebersamaan yang terikat dengan 

kekuatan yang tidak hanya diantara mereka sendiri tetapi juga antar 

pemerintah daerah dengan masyarakat daerah. 17 Perasaan latar belakang 

(raison d’etre) dan otoritas daerah akan mempererat kesatuan diantara 

penduduk daerah. 

e. Dimensi Demografi 
 

Dimensi demografi adalah faktor yang mengasumsikan bahwa 

homogenitas penduduk akan mendorong lahirnya kesatuan penduduk 

secara politis. Suatu masyarakat dengan penduduk yang homogen, akan 

memiliki tingkat kesatuan politik yang lebih tinggi dibanding masyarakat 

heterogen. Jika faktor heterogenitas inidikolaborasikan dengan kesatuan 

secara geografis, maka secara politis pembentukan kesatuan masyarakat 

tersebut akan lebih kuat dan secara langsung akan semakin mendorong 
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tuntunan terbentuknyadaerah. 

 
Fakta dimana suatu wilayah dibagi-bagi ke dalam bentuk 

pemerintahan yang otonom, selalu dihubungkan dengan wilayah yangdapat 

dikenali dan penduduk yang ada di dalamnya terbentuk menjadisuatu unit 

social ekonomi yang alami. Umumnya mereka membentuk perasaan 

bersama dan memiliki identitas.Pembentukan daerah otonom yang 

mempertimbangkan secara sungguh-sungguh aspek komunitas, pada 

banyak negara mendapat legitimasi yang tinggi. Suatu wilayah dibagi 

berdasarkan cakupan komunitas danperasaan atau sikap masyarakat yang 

hidup dan bekerja didalamnya. 

Secara historis, banyak daerah otonom yang dibentuk didasarkan 

pada keterpaduan penduduk suatu wilayah, sebagai suatukomunitas yang 

padu dari aspek kultural, karakter sosial dan ekonomi.Pola-pola atau ruang 

lingkup komunitas selalu menandai pembentukan daerah otonom. 

Komunitas yang berada pada suatu geografi membentuk garis demarkasi 

suatu daerah, berdasarkan pola- pola kehidupan social ekonomi yang 

memisahkan satu komunitas dengan komunitas lainnya. 

Disisi lain Berkembangnya wacana pemekaran daerah,tidak terlepas 

dari pemberlakuan prinsip-prinsip otonomi daerah. Secara eksplisit didalam 

UU otonomi daerah tahun 2012, memang telah dengan jelas diamanatkan 

bahwa pada prinsipnya otonomi daerah media atau jalan untuk menjawab 

tiga persoalan mendasar dalam tata pemerintahan dan pelayanan terhadap 

publik. Pertama, otonomi daerah haruslah merupakan jalan atau upaya 
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untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat. Kedua, melalui otonomi 

daerah juga harus tercipta akuntabilitas yang terjaga dengan baik. Ketiga, 

bagaimana otonomi daerah diformulasikan menjadi langkah untuk 

mengupayakan responsiveness, dimana publik berpartisipasi aktif dalam 

pengambilan kebijakan di tingkat lokal. 

Lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang 

mendorong desentralisasi dan otonomi daerah telah menghadirkan 

pergeseran dan perubahan paradigma baru (new paradigms shifting) dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada sudut lain, restrukturisasi 

manajemen pemerintahan daerahyangmemberikan keleluasaan besar bagi 

pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sesuai kewenangan yang dimiliki dalam mencapai kesejahteraan telah 

menimbulkan beberapa implikasi. Salah satu implikasi yang sampai saat ini 

terus berlangsung, adalah timbulnyanya keinginan kuat dari berbagai 

daerah baik di tingkat Propinsi, Kabupaten maupun Kota untuk 

memekarkan daerahnya. 

Pada Tahun 2019 Kecamatan mappakasunggu dimekarkan menjadi 

dua Kecamatan dan melahirkan Kecamatan kepulauan tanakeke. sesuai 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Pembentukan Kecamatan kepulauan tanakeke. Kecamatan kepulauan 

tanakeke adalah Kecamatan terbungsu diantara 10 (sepuluh) Kecamatan 

yang ada di Kabupaten takalar. Luas wilayah Kecamatan kepulauan 

tanakeke adalah 45,27 km, dengan jumlah 5 Desa, yaitu Desa tompotana, 
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desamattiro baji, desa rewataya, desa balangdatu,desa maccini baji. 

Pada Peraturan Daerah Kabupaten takalar Nomor 3 Tahun 2019 

tentang pembentukan Kecamatan kepulauan tanakeke di jelaskan bahwa 

pengaturan penyelenggaraan Kecamatan baik dari sisipembentukan, 

kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten takalar. Sebagai perangkat daerah, Camat 

mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan 

masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan 

tugas-tugas umum pemerintahan. 

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat 

Kecamatan dan bertanggung jawan kepada Bupati melalu sekretaris daerah 

Kabupaten/Kota. Pertanggung jawaban Camat kepada Bupati melalui 

sekretaris daerah adalah pertanggung jawabanadministratif. Camat juga 

berperan sebagai kepala wilayah karena melaksanakan tugas umum 

pemerintahan di wilayah Kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam 

bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di 

wilayah Kecamatan.  

Secara filosofis, Kecamatan yang dipimping oleh Camat perlu 

diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan 

kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan 

pemerintahan di Kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang 

memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Bupati.
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Dengan demikian peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan 

lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah Kecamatan. 

2.3 Kerangka Konsep 
 

Berkembangnya wacana pemekaran daerah, tidak terlepas dari 

pemberlakuan prinsip-prinsip otonomi daerah. Secara eksplisit didalam UU 

diamanatkan bahwa pada prinsipnya otonomi daerah menjawab tiga 

persoalan mendasar dalam tata pemerintahan dan pelayanan terhadap 

publik. Pertama, otonomi daerah haruslah merupakan jalan atau upaya 

untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat.  

Kedua, melalui otonomi daerah juga harus tercipta akuntabilitas yang 

terjaga dengan baik. Ketiga, bagaimana otonomi daerah diformulasikan 

menjadi langkah untuk mengupayakan responsiveness, dimana publik 

berpartisipasi aktif dalampengambilankebijakan di tingkat lokal. 

Pembentukan daerah otonom memang ditujukan untuk 

mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan suatu lingkungan 

kerja yang ideal dalam berbagai dimensinya. Daerah otonom yang memiliki 

otonomi luas dan utuh diperuntukkan guna menciptakan pemerintahan 

daerah yang lebih mampu mengoptimalkan pelayanan publik dan 

meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal dalam skala yang lebih 

luas. Oleh karena itu, pemekaran daerah harus seharusnya didasarkan 

pada pertimbangan- pertimbangan obyektif yang bertujuan untuk 

tercapainya peningkatankesejahteraan masyarakat. 
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Pengaruh pemekaran wilayah terhadap pembangunan daerah 

diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap 

pelaksanaan tugas pemerintahan baik dalam pembangunanmaupun dalam 

pemberian pelayanan publik. Dengan tercapainya suatu perubahan yang 

lebih baik, maka pemekaran tersebut dapat dikatan berhasil, begitu pula 

dengan sebaliknya. Adapun pembangunan dan pelayanan publik menjadi 

lebih baik pastinya dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal 

maupun faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksudkan adalah aparat 

pemerintahan yang berada dalam organisasi pemerintahan, sementara 

faktor eksternal adalah partisipasi masyarakat yang pada umumnya baik. 

Untuk lebih jelas kerangka konsep dalam penelitian ini dapat dilihat 

dalam bagan di bawah ini : 

 
 

Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian 
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